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Inspektorat Daerah Kota Bontang adalah aparat pengawas intern pemerintah (APIP) yang
bertanggung jawab kepada wali kota Bontang. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bontang
Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah bertugas untuk membantu wali kota membina dan
mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan melalui kegiatan pengawasan intern Pemerintahan Daerah.

Pengawasan intern Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan Inspektorat Daerah bertujuan untuk
memberikan nilai tambah kepada Perangkat Daerah atas efektivitas manajemen risiko, sistem
pengendalian intern, dan proses tata kelola yang baik. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mendefinisikan pengawasan intern
sebagai seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan
keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur
yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang pada prinsipnya menyatakan
bahwa pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah kegiatan pengawasan intern
untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan efektif dan efisien sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

Agar peran pengawasan intern dimaksud dapat berjalan efektif dan akuntabel, maka
Inspektorat Daerah sebagai organisasi publik pemerintah diharapkan lebih terbuka dan
transparan. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyusunan Rencana Strategis (Strategic
Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Kerja (Work Plan) serta laporan
pertanggungjawaban kinerja (Performance Accountability Report).

Fokus Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021—2026
menekankan pada peningkatan mutu tata kelola

pembinaan dan pengawasan internal dan kapasitas Fokus Renstra Inspektorat
sumber daya manusia APIP yang mampu meningkatkan Daerah Tahun 2021—2026
akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kota menekankan pada

Bontang. Hal ini menjadi tujuan Inspektorat Daerah  peningkatan mutu tata kelola
tahun 2021—2026 yakni “Meningkatkan Kualitas pembinaan dan pengawasan
Pembinaan dan Pengawasan Intern Perangkat internal dan kapasitas sumber

Daerah yang Berintegritas, Professional, dan daya manusia APIP yang
Modern”. Adapun sasaran tahun 2021—2026 adalah: mampu meningkatkan
1. Meningkatnya tata kelola intern perangkat akuntabilitas kinerja dan
daerah yang berintegritas. keuangan Pemerintah Kota

2. Meningkatnya kapasitas sumber daya
manusia yang profesional dan kualitas tata
kelola organisasi yang modern.

Bontang.




Atas dasar fokus tersebut, ruang lingkup dan sasaran dalam sistem manajemen pengawasan
intern Kota Bontang tahun 2021—2026 tidak hanya menitikberatkan pada ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan (compliance) atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat
daerah, tetapi juga difokuskan pada peningkatan manfaat (outcome) atas pelaksanaan tugas dan
fungsi perangkat daerah tersebut yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota
Bontang tahun 2021—2024. Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, hasil pelaksanaan kegiatan
pengawasan intern diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kerugian dan pemborosan
keuangan daerah.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2024 merupakan salah satu unsur dari siklus
tata kelola perencanaan pembangunan daerah. Renja Inspektorat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang menguraikan lebih rinci atas
tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana
Strategis (Renstra). Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024 memiliki peran strategis dalam
penyusunan anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) dengan pertimbangan
sebagai berikut:

1. Renja Inspektorat Daerah menjadi bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) yang akan dituangkan menjadi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
menentukan besarnya indikator kinerja fiskal dalam tata kelola keuangan daerah.

2. Renja Inspektorat Daerah merupakan penjabaran tindakan operasional (action plan) dari
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai bagian dari implementasi sistem akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah (SAKIP) daerah.

Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024 mengikuti tata cara sebagaimana ditetapkan
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan alur penyusunan sebagai berikut:

1. Renja Inspektorat Daerah disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun
berjalan dan mengacu kebijakan rencana pembangunan daerah oleh pemerintah pusat dan
pemerintah provinsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan intern.

2. Program dan kegiatan dalam Renja Inspektorat Daerah harus sesuai dengan program
prioritas sebagaimana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIJMD) Kota Bontang tahun 2021—2026.

3. Program dan kegiatan dalam Renja Inspektorat Daerah dilengkapi dengan indikator kinerja
hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output), dan indikator kinerja masukan
(outcome).

Selain berperan sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bontang, Inspektorat
Daerah juga masuk dalam organisasi profesi APIP yang tergabung dalam Asosiasi Auditor
Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Renja Inspektorat Daerah menjadi salah satu acuan
penyusunan rencana kegiatan audit/pengawasan intern tahunan yang akan ditetapkan
menjadi Rencana Pembinaan dan Pengawasan Tahunan (RPPT) Kota Bontang . Hal ini
sesuai amanat dari Peraturan Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Auditor Intern
Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit
Intern Pemerintah Indonesia pada Standar Kinerja Angka 2010 yang menyatakan bahwa
Pimpinan APIP harus menyusun perencanaan Pengawasan Intern berbasis risiko untuk



menetapkan prioritas Pengawasan Intern sesuai dengan tujuan organisasi. Perencanaan
Pengawasan Intern disusun dengan dasar penilaian risiko yang dilakukan sekurang-
kurangnya setahun sekali.

Dasar hukum penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Bontang tahun 2024 adalah sebagai

berikut:

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan,

Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota

Bontang;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

17. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2030;

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2021-2026;

Peraturan Walikota Bontang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

Peraturan Walikota Bontang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2024;

Peraturan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor
PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Inspektorat Kota Bontang Tahun 2024 dimaksudkan untuk menetapkan
dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi
tolok ukur penilaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Bontang dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya selama tahun 2024. Tujuan penyusunan dokumen ini adalah:

1.

Acuan Inspektorat Daerah dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Bontang tahun 2024
sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota
Bontang.

Merumuskan Rencana Pembinaan dan Pengawasan Tahunan (RPPT) Kota Bontang
selama tahun 2024.

Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Daerah dalam menentukan arah kebijakan
dan strategi pembangunan.

Menyediakan satu pedoman jangka menengah untuk menentukan arah kebijakan
pengawasan, dengan berdasarkan diri pada kondisi riil dan proyeksi masa yang akan
datang.

Menyediakan satu materi kemudahan bagi seluruh jajaran aparatur Inspektorat Daerah
untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan strategi lima tahun yang dijabarkan ke
dalam kebijakan tahunan.

Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi pembangunan
antara Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam
hubungan dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.

Menyediakan tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja Inspektorat
Daerah Kota Bontang .

Mengoptimalkan kerja sama dan kemitraan antara Aparat Pengawas Internal dan
Eksternal.



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB |

BAB Il

BAB Il

PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan Renja Inspektorat
Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta
sistematika penulisan sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami
dengan baik.

HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat
Daerah tahun lalu pada tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun berjalan, yakni
tahun 2023.

Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator
kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, dan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Indikator yang dikaji, disesuaikan dengan
tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berisikan uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang
terkait dengan pelayanan PD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi
dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai perbandingan antara rancangan awal RKPD
dengan analisis kebutuhan dan penjelasan serta catatan penting terjadinya
perbedaan tersebut.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Berisikan uraian hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan
para pemangku kepentingan.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1.

3.2.

3.3.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu
penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD

Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target
kinerja Renstra PD.

Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan
pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program
dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai



dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, dan pagu
indikatif

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V

Berisi tentang rencana kerja program dan kegiatan prioritas daerah.
PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam
rangka pelaksanaannya maupun apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan
kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH

Inspektorat Daerah telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2022 untuk melaksanakan 2
(dua) perspektif sasaran strategis yang didukung Renja tahun 2022 terdiri dari 2 kelompok
program kerja dengan perincian sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT) memuat program dan kegiatan utama (core
business)  pembinaan  dan  pengawasan intern
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bontang untuk
melaksanakan sasaran strategis berperspektif pengguna
layanan (stakeholders). RKPT tahun 2022 terdiri dari 2
(dua) program prioritas pembangunan daerah yakni :

Renja Inspektorat
Daerah Tahun 2022
terdiri 2 (dua) kelompok

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan, terdiri dari 1 program kerja yakni
(satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pengawasan Rencana Kerja
Internal; Pengawasan Tahunan

(RKPT) dan Rencana

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan ; ;
Asistensi terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu: Kerja Penunjang

a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Pengawasan Tahunan
dan Fasilitasi Pengawasan; (RKPPT)

b. Pendampingan dan Asistensi.

Adapun arah kebijakan pengawasan intern penyelenggaraan pemerintah daerah yang
menjadi acuan penetapan RKPT tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan.

b. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment dan
pelayanan publik.

c. Penunjang pengawasan.

RKPT tersebut merupakan rencana aksi (action plan) pelaksanaan Keputusan Walikota
Bontang Nomor 188.45/26/ITDA/2022 Tahun 2022 tentang Rencana Pembinaan dan
Pengawasan terhadap Perangkat Daerah Tahun 2022.

2. Rencana Kerja Penunjang Pengawasan Tahunan (RKPPT) memuat program dan kegiatan
operasional perkantoran secara rutin serta kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan
kompetensi SDM. RKPPT menjadi rencana aksi (action plan) sasaran strategis
berperspektif proses internal (internal business process) pertumbuhan dan pembelajaran
(learning and growth) serta keuangan (financial) terdiri dari 1 (satu) program, yaitu
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 6
(enam) kegiatan, yakni:

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah;

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;



e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
f.  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Hasil evaluasi menunjukkan target kinerja fiskal Renja pada tahun 2022 yang ditetapkan
sebesar Rpl12.924.826.992,00 terealisasi sampai bulan Desember 2022 sebesar
Rp11.874.091.087,00 atau tercapai 91,87% disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Realisasi Kinerja Fiskal Renja Inspektorat Daerah Tahun 2022

NO.  ALOKASI BELANJA LANGSUNG TARGET (Rp) REALISASI (Rp) %
1. | Rencana Kerja Pengawasan Tahunan 1.607.982.750,00 1.571.501.535,00 @ 97,73
(RKPT)
2. | Rencana Kerja Penunjang = 11.316.844.242,00  10.302.589.552,00 91,04
Pengawasan Tahunan (RKPPT)
TOTAL 12.924.826.992,00 @ 11.874.091.087,00 @ 91,87

Adapun hasil pelaksanaan program Renja tahun 2022 menggunakan nilai rata-rata keberhasilan
kegiatan atas efektivitas, efisiensi dan ekonomis (3E) diperoleh nilai 114,05% dengan perincian
sebagai berikut:

Tabel 2.2
Hasil Evaluasi Renja Inspektorat Daerah Tahun 2022

NO. PROGRAM CAZQ;AN
1. Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 100,00
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan 142,86
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi 100,00

NILAI RATA-RATA KEBERHASILAN 114,05

Berdasarkan kriteria penilaian realisasi kinerja yang telah

ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah diperoleh capaian kinerja fiskal Renja
tahun 2022 sebesar 91,87% berpredikat “Tinggi” dan capaian
kinerja efektivitas, efisiensi dan ekonomis (3E) kegiatan sebesar
114,05% berpredikat “Sangat Tinggi”.

Capaian kinerja fiskal Renja
Inspektorat Daerah tahun
2022 berpredikat “Sangat

Tinggi” dan capaian kinerja

efektivitas, efisiensi dan
ekonomis (3E) kegiatan
Renja Inspektorat Daerah
tahun 2022 berpredikat
“Sangat Tinggi”

Walaupun telah memperoleh predikat “Sangat Tinggi”, hasil evaluasi menunjukkan beberapa

kendala dalam pencapaian target keberhasilan 3E sebagai berikut:



ISR o

Jumlah APIP yang mengikuti diklat sesuai kebutuhan dan standar kompetensi pegawai
pada pelaksanaan pendidikan professional berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi masih terbatas, yang mana belum memenuhi
standard yang ditentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang
Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun
2022 yaitu Pendidikan Profesional Berkelanjutan minimal 120 jam/tahun. Hal ini
dikarenakan masih terbatasnya anggaran yang diperuntukkan untuk meningkatkan
kompetensi dan kecakapan melalui pengembangan profesi berkelanjutan.

Realisasi laporan hasil audit intern sesuai RPPT Kota Bontang Tahun 2022 mencapai
90,15% dikarenakan adanya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang harus
dilaksanakan di luar RPPT, diantaranya pelaksanaan mandatory dari Korsupgah KPK,
Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian/Lembaga Lainnya.
Perangkat Daerah belum menanamkan budaya sadar risiko dalam pelaksanaan program
dan kegiatan.

Belum terintegrasinya implementasi pembinaan dan pengawasan yang berbasis digital.
Sarana dan prasarana dalam menunjang pembinaan dan pengawasan yang masih terbatas.
Masih rendahnya pelaksanaan pencegahan dan Pendidikan budaya anti korupsi pada
Perangkat Daerah dan stakeholders.

Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja tahun berikutnya
adalah sebagai berikut:

1.

2.

3.

Meningkatkan efektivitas evaluasi pelaksanaan analisa kebutuhan diklat (AKD) dan
standar kompetensi pegawai

Memutakhirkan data penilaian risiko dalam rangka penyusunan RPPT berbasis risiko serta
berpedoman pada beberapa peraturan terkait mandatory pengawasan internal.
Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye budaya sadar risiko dan budaya anti korupsi
kepada Perangkat Daerah dan stakeholders dalam melaksanakan program dan kegiatan.
Meningkatkan implementasi pembinaan dan pengawasan yang berbasis digital secara
terintegrasi.

Pemenuhan Sarana dan prasarana dalam menunjang pembinaan dan pengawasan.



Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah

Tabel 2.4

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s.d. Tahun 2024 Kota Bontang

Realisasi
}1’_arggt Target | Realisasi
Target Inera e program | Capaian -
S Hasil Target | Realisasi Tingkat
. Kinerja 2 - 5 dan Program .
Urusan/Bidang Urusan . R - Program Renja Renja Tingkat - Capaian
. Indikator Kinerja Program Capaian .. | kegiatan dan s
Kode Pemerintahan Daerah Dan . dan PD PD Realisasi 2 " Realisasi
- (outcomes)/ Kegiatan (output) | Program (Renja | Kegiatan
Program/Kegiatan Keluaran | Tahun Tahun (%) Target
(Renstra |\ oniatan | 2022 2022 D sl Renstra
PD) sd tahun Tahun
tahun 2023) Berjalan
2021
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4)
UNSUR PENGAWASAN
6 URUSAN
PEMERINTAHAN
6|01 INSPEKTORAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase pemenuhan
60101 PEMERINTAHAN layanan penunjang urusan 100% N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DAERAH pemerintahan daerah
KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan Jumlah penyediaan gaji dan 0 0
6|01|01]| 202 Perangkat Daerah tunjangan ASN 1 tahun N/A 12 Bulan | 12 Bulan 100% 1 tahun 1 tahun 100%
Administrasi Kepegawaian Jumlah pegawai yang mengikuti o o
6|01|01]| 205 Perangkat Daerah pendidikan dan pelatihan 25 orang N/A 58 orang | 58 orang 100% 58 orang | 58 orang 232%
Administrasi Umum Jumlah jenis pelayanan
6|01 |01| 206 Peranakat Daerah administrasi umum yang 79 jenis N/A 79 jenis 79 jenis 100% 79 jenis 84 jenis 106,33%
g dilaksanakan
Pengadaan Barang Milik I
6 | 01 | 01 | 2.07 | Daerah Penunjang Urusan Jumlar_] Pengadaan Aplikasi 1 aplikasi N/A 1 aplikasi | 1 aplikasi 100% 1 aplikasi 1 unit 100%
. Penunjang Pengawasan
Pemerintah Daerah
6 | 01 | 01 | 2,08 | Penyediaan Jasa Penunjang | Jumlah jenis jasa penunjang 21jenis | N/A | 21jenis | 2ljenis | 100% | 21jenis | 21jenis | 100%
Urusan Pemerintahan Daerah | kegiatan
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Realisasi

T_arge_t Target | Realisasi
Target K|ner_ja N program | Capaian :
Kinerja Hasil Target | Realisasi dan Program Tingkat
Kode permerintaan Daera Dan | Indikator Kinerja Program | Capatan | PO | FERR | FEHR | SREC | kegiatan | dan | GoRERD
; (outcomes)/ Kegiatan (output) | Program (Renja | Kegiatan
Program/Kegiatan (Renstra Keluaran | Tahun Tahun (%) PD sd Target
Kegiatan 2022 2022 " Renstra
PD) sd tahun Tahun
tahljn 2023) Berjalan
2021
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4)
Pemeliharaan Barang Milik A
01 | 01 | 2.09 | Daerah Penunjang Urusan (Jjggggg E;AKD yang dipelihara 27 unit N/A 25 unit 25 unit 100% 27 unit 27 unit 100%
Pemerintahan Daerah
PROGRAM Cakupan pengawasan
. . (0] (0] (0] s 0 0 0 s (0]
o1 | 02 PENYELENGGARAAN Bg%yeer'ler?tg%?nazgerah berbacia | 80% N/A 70% 100% | 142,86% | 73% 164% | 218,67%
PENGAWASAN risiko
Penvelenaaaraan Pengawasan Jumlah penyelesaian Pembinaan
01|02 | 201 Inte)r/nal 99 9 dan Pengawasan Internal 250 OP N/A 2200P | 4060P | 18455% | 2250P | 6250P | 250%
Perangkat Daerah
Penyelenggaraan Jumlah kasus yang telah selesai
01 | 02 | 2.02 | Pengawasan dengan Tujuan ditin daklanjutiy g 5 kasus N/A 5 kasus 5 kasus 100% 5 kasus 5 kasus 100%
Tertentu
PROGRAM PERUMUSAN tléI;hegsiigttSEial:]Ebuakan yang 100% N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100%
KEBIJAKAN,
01|03 PENDAMPINGAN DAN 2. Persentase  perangkat
ASISTENSI daerah yang telah dilakukan 85% N/A 65% 100% 153,85% 75% 100% 117,65%
pengawalan/ pendampingan
Perumusan Kebijakan Teknis " .
01 | 03 | 201 | di Bidang Pengawasan dan | SumIah kebijakan pembinaan dan ) b..l ’ NA | b..l ean | b..l ) 100% |, b..l ean | b..l ) 100%
Fasilitasi Pengawasan pengawasan ebijakan ebijakan | kebijakan ebijakan | kebijakan
Jumlah kegiatan pendampingan 6 6 6 6 10
01 | 03 | 2.02 | Pendampingan dan Asistensi | dan asistensi pembinaan dan . N/A . . 100% . . 166,67%
pengawasan kegiatan kegiatan | kegiatan kegiatan | kegiatan
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ANALISA KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

Inspektorat Daerah telah menyusun peta strategis berdasarkan balanced scorecard yang terdiri
dari 2 (dua) perspektif yaitu perspektif eksternal dan internal. Peta strategis tersebut dijabarkan
dalam Perjanjian Kinerja (Performance Agreement) Inspektorat Daerah tahun 2022 terdiri dari
3 (tiga) program dan 9 (sembilan) sub kegiatan.

Hasil pengukuran Kinerja atas pelaksanaan Perjanjian
Kinerja tahun 2022 diketahui nilai Kinerja Organisasi
(NKO) mencapai 102,53% dengan kategori “Sangat Tinggi”

dan nilai rata-rata efisiensi sumber daya sasaran strategis Nilai Kinerja Organisasi
adalah sebesar 10,26% masih dalam kategori “produktif”. (NKO) Inspektorat Daerah
tahun 2022 berpredikat

Capaian indikator kinerja sasaran strategis seluruhnya
memenuhi ekspektasi. Dari 17 (tujuh belas) indikator
kinerja, terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang capaiannya
melebihi ekspektasi.

“Sangat Tinggi” dan nilai
rata-rata efisiensi sumber
daya sasaran strategis
Inspektorat Daerah tahun

Upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan Inspektorat 2022 kategori “produktif”

Daerah untuk meningkatkan capaian target yang telah

ditetapkan antara lain:

1. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya untuk perbaikan pengelolaan
kinerja.

2. Meningkatkan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi
daerah daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (ADPPK) program terintegrasi
secara berkala.

3. Meningkatkan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja
pembangunan ZI menuju WBK/WBBM oleh perangkat daerah terkait secara berkala.
Mendorong penerapan reformasi birokrasi Kota Bontang yang efektif.

Mendorong implementasi SAKIP Kota Bontang yang efektif.

Menerapkan sistem manajemen kinerja berbasis risiko (risk-based performance

management system).

7. Menerapkan sistem tata kelola pengawasan intern berbasis risiko (risk-based internal
audit management system).

8. Mengoptimalkan peran Unit Pengelolaan Pengaduan dan Layanan Konsultasi
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (UP2LKPUPD) Kota Bontang.

9. Meningkatkan kendali mutu dan penjaminan mutu (quality control and quality
assurance) atas pelaksanaan kegiatan pengawasam intern secara efektif.

10. Proses bisnis Inspektorat Daerah Kota Bontang berbasis teknologi informasi
komunikasi yang modern (business process based on modern information
communication technology).

11. Melakukan publikasi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bontang
kepada masyarakat.

o oA



Tabel 2.5
Capaian Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2022

NO.

PERSPEKTIF
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA

SAT.

TAHUN 2022

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

STATUS

A.

Perspektif Eksternal

101,95%

SS.01.01

Meningkatnya tata kelola intern Perangkat Daerah yang

berintegritas

101,95%

Al

Indeks Pengawasan
Perangkat Daerah

Indeks

Baik

Baik

100,00%

A.2.

Indeks Penanganan
Pemeriksaan Khusus

Indeks

Baik

Baik

100,00%

A.3.

Indeks Kepatuhan
Pengelolaan
Keuangan Daerah

Indeks

100,00%

A.4.

Indeks Capaian MCP
Kota Bontang

Indeks

Baik

Baik

100,00%

A.5.

Indeks Temuan BPK
yang telah
ditindaklanjuti

Indeks

Sangat
Baik

Sangat
Baik

100,00%

A.6.

Indeks Temuan APIP
yang telah
ditindaklanjuti

Indeks

Baik

Baik

100,00%

A7,

Tingkat Maturitas
SPIP

Level

100,00%

A.8.

Persentase Nilai
Reformasi Birokrasi
Perangkat Daerah
dengan kategori B ke
atas

%

67,41

76,47

113,44%

A.9.

Persentase
Perangkat Daerah
Pelayanan Publik
yang Telah
Berpredikat ZI
menuju WBK/WBBM

%

100

100

100,00%

A.10.

Indeks Rata-rata
Evaluasi SAKIP
Perangkat Daerah
Indeks 3

Indeks

3,5

106,41%

B.

Perspektif Internal

103,89%

S§S.01.02

Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia yang
profesional dan kualitas tata kelola organisasi yang

modern

103,89%

B.1.

Tingkat Kapabilitas
APIP Kota Bontang

Level

100,00%

B.2.

Persentase Nilai
Reformasi Birokrasi
Inspektorat Daerah

%

30,5

32,79

107,51%

B.3.

Indeks Kepuasan
Auditi atas Kinerja
Pembinaan dan
Pengawasan
Inspektorat Daerah

Indeks

100,00%
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NO.

PERSPEKTIF
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA

SAT.

TAHUN 2022

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

STATUS

B.4.

Indeks
Profesionalisme ASN
Inspektorat Daerah

Kategori

Sedang

Sangat
Tinggi

117,64%

B.5.

Persentase Utilitas
BMD Kondisi Baik

%

100

100

100,00%

B.6.

Persentase Kegiatan
Utama Pengawasan
Intern yang telah
Menerapkan
Anggaran Responsif
Gender (ARG)

%

100

100

100,00%

B.7.

Persentase Kinerja
Pelaksanaan
Anggaran
Inspektorat Daerah

%

90

91,87

102,08%

Rincian pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja tahun
2022 adalah sebagai berikut:
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Tabel 2.7

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bontang

REALISASI

SPM/ TARGET RENSTRA PD PROYEKSI
CAPAIAN
No Indikator Standar IKK Cata'ga_n
. Analisis
Nasional
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2022 Tahun Tahun
2022 2023 2024 2025 2026 2023 2024
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]
1. | Indeks Pengawasan Perangkat | gy : Bak | Baik | Baik | Bak | Baik Baik Baik | Baik
Daerah
Indeks Penanganan . . . . . . . . .
2. Pemeriksaan Khusus Baik - Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
3 g:a%elfaslolaan fepua;ﬁhgz WTP ) Indeks 4 | Indeks 4 | Indeks 4 | Indeks 4 | Indeks 4 Indeks 4 Indeks 4 | Indeks 4
| Do 9 (WTP) | (WTP) | (WTP) | (WTP) | (WTP) | (WTP) | (WTP) | (WTP)
Indeks Capaian MCP Kota . . . . . . . .
4, Bontang - - Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
5 Indeks Temuan BPK yang i i Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Baik Sangat Sangat
' telah ditindaklanjuti Baik Baik Baik Baik Baik g Baik Baik
Indeks Temuan APIP yang i i . . Sangat Sangat Sangat . . Sangat
6. | telah ditindaklanjuti Bak | Bak | “pii | Bak | Baik EELS Baik | “paik
7. Tingkat Maturitas SPIP Level 3 - Level 3 | Level3 | Level3 | Level3 | Level3 Level 3 Level 3 | Level 3
Persentase Nilai Reformasi
; ; B B BB BB BB B B
8. Birokrasi Perangkat Daerah B - BB (76,47)
Persentase Perangkat Daerah
Pelayanan Publik yang Telah
9. Berpredikat  ZI menuju - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
WBK/WBBM
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REALISASI

- SPM/ TARGET RENSTRA PD CAPAIAN PROYEKSI Catatan
No Indikator Standar IKK Analisis
Nasional Tah Tah Tah Tah Tah Tah Tah
ahun ahun ahun ahun ahun ahun ahun
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | '@MUN2022 1 5053 | 2024
[1 [2 [3] [4] [5] [6] [’ (8l [ [10] [11] [12] [13]
Indeks Rata-rata Evaluasi
3 3 3 3 3 3,5 3 3
10| SAKIP Peranglat Daerah | B " | (skorB) | (SkorB) | (SkorB) | (SkorB) | (SkorB) | (SkorB) | (SkorB) | (Skor B)
11. Tingkat  Kapabilitas - APIP Level 3 - Level 3 | Level3 | Level3 | Level3 | Level3 Level 3 Level 3 | Level 3
Kota Bontang
rp | CEEImEER WIED REfEmEE o . 305 | 30,75 31 31,25 | 315 32,79 3279 | 328
Birokrasi Inspektorat Daerah
Indeks Kepuasan Auditi atas
Kinerja  Pembinaan  dan
i Pengawasan Inspektorat i i 8 . . ¢ 8 ¢ . .
Daerah
Indeks Profesionalisme ASN Sangat
15. Inspektorat Daerah - - Sedang | Sedang | Sedang Sedang | Sedang Tingg Sedang | Sedang
16, | Persentase Utilitas BMD | i 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100% 100% | 100%
Kondisi Baik
Persentase Kegiatan Utama
17. | Pengawasan Intern yang telan - - 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100% 100% | 100%
Menerapkan Anggaran
Responsif Gender (ARG)
Persentase Kinerja
18. Pelaksanaan Anggaran - - 90% 90% 90% 90% 90% 91,87% 90% 90%
Inspektorat Daerah
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ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
INSPEKTORAT DAERAH

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 345
menyebutkan pengawasan internal merupakan salah satu bagian dari manajemen pelayanan
publik. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin lama semakin strategis
dan bergerak dinamis mengikuti kebutuhan zaman. Kegiatan pengawasan intern tidak lagi
terbatas pada pemeriksaan pada akhir periode tahun anggaran saja (post audit), tetapi harus
dilakukan pada seluruh proses pengelolaan APBD yang sedang berlangsung. Lebih lanjut,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 380
mengatur bahwa kegiatan pengawasan intern yang terkait keuangan Daerah meliputi kegiatan
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD
kabupaten/kota dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas
pelaksanaan APBD (termasuk penyerapan APBD), sampai dengan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD kabupaten/kota.

Fokus pengawasan intern Inspektorat Daerah tidak hanya ditujukan pada aspek pengelolaan
keuangan negara, namun secara bertahap terus disempurnakan dan areanya diperluas pada
pengawasan kinerja dalam rangka pemantapan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas
kinerja pemerintah Kota Bontang untuk mencapai tujuan otonomi daerah yakni meningkatkan
pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor: B/1104/RB.06/2022
tanggal 6 Desember 2022, dapat disimpulkan bahwa nilai Indeks Reformasi Birokrasi di
Pemerintah Kota Bontang untuk tahun 2022 masih berada pada kategori “B” dengan nilai
“65,38”. Tingkatan pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut menunjukkan kategori B dengan
predikat cukup baik yang mempunyai interpretasi bahwa penerapan reformasi birokrasi
bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.

Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi menjelaskan bahwa terdapat hal-hal yang
masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi di antaranya
terdapat penurunan pada komponen hasil antara, yaitu ASN Profesional, Kepatuhan terhadap
Standar Pelayanan Publik, dan Indeks Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa. Atas
hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi serta menumbuhkan
budaya integritas, kinerja, dan melayani di lingkungan Pemerintah Kota Bontang, maka hal
yang perlu disempurnakan terkait tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat Daerah adalah
mendorong peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi dengan terus melakukan
perbaikan kualitas pelayanan publik dan penerapan integritas serta memperbaiki strategi
komunikasi dan penyebaran informasi yang lebih efektif agar masyarakat atau pengguna
layanan mengetahui dan merasakan upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan sehingga hal
ini akan mempengaruhi Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan Indeks Persepsi Kualitas
Pelayanan Publik (IPKP).

Hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bontang adalah sebagai
berikut:
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Tabel 3.1

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bontang Tahun 2022

NO. KOMPONEN PENILAIAN BOBOT NILAI
A Komponen Pengungkit
I. Pemenuhan 20 13,54
I1. Hasil Antara Area Perubahan 10 6,44
I11. Reform 30 15,00
Total Komponen Pengungkit 60 34,98
B Komponen Hasil
1 Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan 10 7,81
2 Kualitas Pelayanan Publik 10 9,02
3 Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN 10 7,98
4 Kinerja Organisasi 10 5,59
Total Komponen Hasil 40 30,40
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit
+ Hasil) (Pengung 100 65,38

Sumber: Hasil Evaluasi Kementerian PANRB Nomor: B/1104/RB.06/2022

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1.

6.

7.

Melakukan pemantauan terhadap implementasi kebijakan pengawasan internal dan
integritas serta meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk
tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan.
Perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap pengawasan internal agar lebih proaktif
seperti audit berkala untuk mendeteksi penyalahgunaan anggaran, seperti penyalahgunaan
perjalanan dinas, mark up anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga
penyalahgunaan honor kegiatan, dan lain-lain.

Mempertahankan capaian opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bontang.

Prosentase kebutuhan diklat pada Aparat Pengawas Intern Pemerintah belum terpenuhi
secara keseluruhan

Budaya sadar risiko dan budaya anti korupsi belum terinternalisasi pada pelaksanaan
program dan kegiatan di seluruh Perangkat Daerah

Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pembinaan dan pengawasan masih sangat
terbatas.

Optimalisasi pembinaan dan pengawasan berbasis digital yang terintegrasi.

Untuk itu, Inspektorat Daerah harus menyusun rencana aksi (action plan) meliputi:

1.

2.
3.

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang meliputi audit, reviu, monitoring,
evaluasi, pendampingan, asistensi, dan konsultansi secara berkala berbasis risiko.
Mengikutsertakan APIP pada Pendidikan dan pelatihan profesional yang berkelanjutan.
Melakukan pendampingan penyelenggaraan SPIP, MR, dan kegiatan pencegahan korupsi
pada Perangkat Daerah dan stakeholders secara berkala.

Mengalokasikan anggaran pada pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pembinaan
dan pengawasan.

Mengintegrasikan aplikasi pembinaan dan pengawasan berbasis digital secara
menyeluruh.

18



REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Bontang 2021—2026 yang merupakan visi
kepemimpinan daerah terpilih yaitu “Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih HEBAT dan
BERADAB”.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah tersebut, arah dan kebijakan
pembangunan akan dijawantahkan melalui tiga misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi
pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan.

2. Kota Bontang yang BERKELANJUTAN vyang layak huni, cerdas dan
berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan
infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup.

3. Kota Bontang yang BERDAYA SAING dan SEJAHTERA melalui peningkatan
kualitas sumber daya manusia.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang tahun 2024 mengangkat tema
“Peningkatan SDM Unggul & Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat yang
Berkelanjutan”. Prioritas pembangunan daerah Kota Bontang tahun 2024 terdiri dari:

1. Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat yang Berdaya Saing dan Sejahtera;

2. Penguatan Pemberdayaan Sosial Masyarakat Berbasis pada Ekonomi Lokal dan
Keragaman Sosial Budaya Masyarakat;

3. Penataan Infrastuktur Perkotaan dan Lingkungan Hidup yang Mendorong Daya Saing
Daerah;

4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang Bersih dan Melayani.

Sasaran dan program prioritas pembangunan daerah Kota Bontang Tahun 2024 yang menjadi
mandat Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:
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Tabel 2.9.
Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Terkait Fungsi dan Tugas
Inspektorat Daerah Kota Bontang Tahun 2024

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN 2024

Meningkatnya a. Opini BPK WTP
Penyelenggaraan
pemerintahan yang
efektif, efisien,

transparan, b. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bontang BB
akuntabel dan (70,41)
partisipatif

Hasil analisis kebutuhan Renja Inspektorat Daerah menyesuaikan dengan rancangan awal

RKPD Kota Bontang tahun 2024 sebagai berikut:
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Tabel 2.10
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Bontang Tahun 2024

RANCANGAN AWAL RKPD

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

ek PROGRAM/ LOKAS!I INDIKATOR TARGET INDP'IAKG:TIF PROGRAM/ LOKASI INDIKATOR TARGET INDP'IAKGAJTIF NET
KEGIATAN KINERJA CAPAIAN (Rp1.000) KEGIATAN KINERJA CAPAIAN (Rp1.000)
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
PENUNJANG URUSAN Kota pemenuhan layanan PENUNJANG URUSAN 6T pemenuhan layanan
A. PEMERINTAHAN ENE penunjang urusan 100% 18.615.734 | PEMERINTAHAN e penunjang urusan 100% 18.615.734
DAERAH Y pemerintahan DAERAH 9 pemerintahan
KABUPATEN/KOTA daerah KABUPATEN/KOTA daerah
Tingkat Pemenuhan Tingkat Pemenuhan
Al Administrasi Keuangan Kota administrasi dan 100 Persen 11.618.827 Administrasi Keuangan Kota administrasi dan 100 Persen 11.618.827
Perangkat Daerah Bontang | laporan keuangan Perangkat Daerah Bontang | laporan keuangan
perangkat daerah perangkat daerah
A2 gggfgﬁwalan Perangkat Bontang | laporan pengelolaan 100 Persen 3.131.515 gzgfgﬁwalan Perangkat Bontang | laporan pengelolaan 100 Persen 3.131.515
Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah
Terpenuhinya Terpenuhinya
o pegawai yang e pegawai yang
A3. Administrasi Umum Kota mendapatkan layanan | 100 Persen 1.530.190 Administrasi Umum Kota mendapatkan layanan | 100 Persen 1.530.190
Perangkat Daerah Bontang - . Perangkat Daerah Bontang - .
administrasi administrasi
perkantoran perkantoran
Pengadaan Barang Milik Kota Tingkat pemenuhan Pengadaan Barang Milik Kota Tingkat pemenuhan
A.4. | Daerah Penunjang Urusan Bontan kebutuhan pengadaan | 100 Persen 1.498.894 | Daerah Penunjang Urusan Bontan kebutuhan pengadaan | 100 Persen 1.498.894
Pemerintah Daerah 4 barang milik daerah Pemerintah Daerah 9 barang milik daerah
Penyediaan Jasa Kota Tingkat pemenuhan Penyediaan Jasa Kota Tingkat pemenuhan
A.5. | Penunjang Urusan Bontan jasa layanan umum 100 Persen 155.996 | Penunjang Urusan Bontan jasa layanan umum 100 Persen 155.996
Pemerintahan Daerah 9 perkantoran Pemerintahan Daerah 9 perkantoran
Pemeliharaan Barang Pemenuhan Pemeliharaan Barang Pemenuhan
Milik Daerah Penunjang Kota kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Kota kebutuhan Barang
AS. Urusan Pemerintahan Bontang | Milik Daerah dalam 100 Persen 680.312 Urusan Pemerintahan Bontang | Milik Daerah dalam 100 Persen 680.312
Daerah kondisi baik Daerah kondisi baik
Persentase cakupan Persentase cakupan
PROGRAM Kota pengawasan PROGRAM Kota pengawasan
B. PENYELENGGARAAN e penyelenggaraan 75% 1.554.276 | PENYELENGGARAAN e penyelenggaraan 75% 1.554.276
PENGAWASAN 9 | daerah berbasis PENGAWASAN 9 | daerah berbasis

risiko

risiko
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RANCANGAN AWAL RKPD

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

ek PROGRAM/ L OKASI INDIKATOR TARGET INglIAKG:TIF PROGRAM/ L OKASI INDIKATOR TARGET INS'ﬁ(G:TIF NET
KEGIATAN KINERJA CAPAIAN KEGIATAN KINERJA CAPAIAN
(Rp1.000) (Rp1.000)
Jumlah penyelesaian Jumlah penyelesaian
B.1 Penyelenggaraan Kota Pembinaan dan 250 OP 1.460.640 Penyelenggaraan Kota Pembinaan dan 250 OP 1.460 640
Pengawasan Internal Bontang | Pengawasan Internal Pengawasan Internal Bontang | Pengawasan Internal
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Penyelenggaraan Kota Jumlah kasus yang Penyelenggaraan Kota Jumlah kasus yang
B.2 | Pengawasan dengan Bontan telah selesai 5 kasus 93.636 | Pengawasan dengan Bontan telah selesai 5 kasus 93.636
Tujuan Tertentu Y ditindaklanjuti Tujuan Tertentu 9 ditindaklanjuti
1. Persentase 1. Persentase
kebijakan yang 100% kebijakan yang 100%
PROGRAM telah ditetapkan PROGRAM telah ditetapkan
PERUMUSAN Kota 2. Persentase PERUMUSAN Kota 2. Persentase
C. | KEBIJAKAN, ENE perangkat daerah 702.418 | KEBIJAKAN, e perangkat daerah 702.418
PENDAMPINGAN 9 | yang telah 650 PENDAMPINGAN 9 | yang telah 850
DAN ASISTENSI dilakukan ° DAN ASISTENSI dilakukan °
pengawalan/ pengawalan/
pendampingan pendampingan
Perumusan Kebijakan . Perumusan Kebijakan i
c1 Teknis di Bidang Kota ngﬁ::::ggl;an 1 52,930 Teknis di Bidang Kota ngﬁ::::g:ﬁan 1 52930
' Pengawasan dan Fasilitasi | Bontang pen awasan kebijakan ' Pengawasan dan Fasilitasi | Bontang pen awasan kebijakan '
Pengawasan peng Pengawasan peng
Jumlah kegiatan Jumlah kegiatan
Pendampingan dan Kota pendampingan dan . Pendampingan dan Kota pendampingan dan .
c.2 Asistensi Bontang | asistensi pembinaan 6 kegiatan 649.488 Asistensi Bontang | asistensi pembinaan 6 kegiatan 649.488

dan pengawasan

dan pengawasan
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Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Renja Inspektorat Daerah tahun 2024 tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari
pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan
provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah
kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun
berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan
dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.
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1.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
1.1.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berkaitan dengan kebijakan nasional yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat
Daerah Kota Bontang selaku APIP, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka penetapan
program dan kegiatan terkait pembinaan dan pengawasan perlu dilakukan secara efisien dan
efektif. Selain itu, terdapat kebijakan nasional yang mengamanatkan kepada Perangkat Daerah
yang mengampu urusan pengawasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) mengamanatkan untuk meningkatkan pengendalian internal dalam hal pelaksanaan
Maturitas SPIP dan Peningkatan Kapabilitas APIP, serta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mengamanatkan percepatan
pemberantasan KKN dan Reformasi Birokrasi.

Adapun arah kebijakan pemerintahan daerah urusan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah, pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah Pemerintah daerah wajib
menjabarkan dan melaksanakan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka
menengah dan jangka panjang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025
dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengawasan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah beserta
perubahannya.

Pengawasan keuangan dan aset daerah

Pengawasan pengadaan barang/jasa

Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

Peningkatan kapabilitas APIP secara bertahap

Pengawasan Reformasi Birokrasi

Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) BPK dan APIP

Nookrwd

Arah kebijakan pemerintah terkait pengawasan urusan pemerintah daerah dimaksud untuk
mencapai target kinerja bidang Aparatur Negara pada tahun 2024 dengan rincian sebagai
berikut:

Tabel 3.1
Target Indikator Nasional Tahun 2024
NO. INDIKATOR KINERJA INSTANSI TAZ%ZET
1. Peningkatan efektivitas pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Pemerintah Kab/Kota Pusat 20 %
dengan capaian Indeks RB Kategori "B" ke °
atas
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NO.

INDIKATOR KINERJA

INSTANSI

TARGET
2024

Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan
Berintegritas dengan jumlah unit kerja
percontohan yang mendapatkan predikat
WBK/WBBM di sektor strategis

KemenPANRB

500 unit
kerja

Terwujudnya Instansi Pemerintah yang
Efektif dan Akuntabel dengan Persentase
K/L/D yang memiliki nilai Implementasi
SAKIP "B" ke atas

Pusat

80 %

Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan
kinerja Kementerian Dalam Negeri lingkup
wilayah kerja Inspektorat melalui Opini
Laporan Keuangan WTP

Pusat

95 %

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)
Nasional

KPK

4,14

Meningkatnya pengawasan pembangunan atas
kualitas pengendalian intern Pemda dengan
Persentase Kapabilitas APIP > Level 3

BPKP

92,57 %

Meningkatnya pengawasan pembangunan atas
kualitas pengendalian intern Pemda dengan
Persentase Maturitas SPIP > Level 3

BPKP

94,13 %

1.1.2.

TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN PROVINSI

Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan 3 (tiga) tujuan dan 5 (lima) sasaran
strategis untuk melaksanakan visi dan misi di atas. Adapun tujuan dan sasaran strategis
Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang berkaitan dengan pelaksanaan sasaran Misi 1
Kota Bontang tahun 2021—2026 adalah misi pertama dengan tujuan dan sasaran strategis
terkait sebagai berikut:

Tabel 3.2
Program Prioritas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Menjadi Mandat
Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah Kota Bontang

TARGET
2024

TUJUAN

SASARAN INDIKATOR KINERJA

MISI 5
Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional, dan
berorientasi pelayanan publik




TARGET

TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA 2024
1. | Meningkatnya Meningkatkan Maturitas SPIP Pemda 4
Kualitas Pengendalian
Penyelenggaraan Internal Pemerintah
Pemerintahan Daerah Daerah
Meningkatkan Terselenggaranya 10
Pembinaan dan Pembinaan dan
Pengawasan Pengawasan
Pemerintahan Pemerintah Kab/Kota
Kabupaten/Kota
2. | Meningkatnya Meningkatkan Peningkatan 4
Kapabilitas APIP Integritas, Kapabilitas APIP
Kompetensi, dan
Profesional APIP
3. | Terwujudnya Meningkatkan Hasil Penilaian 85
Birokrasi Pencegahan Korupsi, Integritas Pemda
Pemerintahan yang Kolusi, dan
Bebas dari KKN Nepotisme

Hasil telaahan kebijakan nasional dan provinsi serta review rancangan RKPD Kota Bontang
tahun 2024 terhadap pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah tahun 2024 sebagai berikut:
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NO.

Tabel 3.3

Telaahan Kebijakan Nasional, Kebijakan Provinsi, Review RKPD Kota Bontang dan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2024

URAIAN

Tema
Pembangunan

Sasaran
Prioritas
Pembangunan

Target Kinerja

KEBIJAKAN NASIONAL
TAHUN 2024

Transformasi
Inklusif dan

Mempercepat
Ekonomi yang
Berkelanjutan

Meningkatkan
Hukum dan
Birokrasi terdiri dari:

a. Meningkatkan efektivitas

Kepastian
Reformasi

pencegahan dan
pemberantasan korupsi

b. Meningkatkan
pengawasan program

prioritas nasional

RKPD PROVINSI KALTIM DAN
RENJA INSPEKTORAT
PROVINSI KALTIM TAHUN 2024

Peningkatan Daya Saing Sumber Daya
Manusia dan Infrastruktur yang Andal
Untuk  Percepatan  Transformasi
Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan

Peningkatan Sumber Daya Aparatur
dan Kualitas Pelayanan Publik

RKPD KOTA
BONTANG TAHUN
2024

Peningkatan SDM Unggul
& Pemberdayaan Sosial
dan Ekonomi Masyarakat
yang Berkelanjutan

Mewujudkan
Pemerintahan yang
Responsif, Transparan,

Akuntabel dan Partisipatif

RENSTRA
INSPEKTORAT
DAERAH TAHUN
2021—2026 PERIODE
TAHUN 2024

Kualitas
dan

Meningkatkan
Pembinaan
Pengawasan Intern
Perangkat Daerah yang
Berintegritas, Professional,
dan Modern

a. Meningkatnya tata
kelola intern perangkat
daerah yang
berintegritas.

b. Meningkatnya kapasitas
sumber daya manusia
yang profesional dan

kualitas tata kelola
organisasi yang
modern.

Perspektif Eksternal

Indeks Pengawasan
Internal berpredikat Baik

Indeks
Pemeriksaan
berpredikat Baik

Penanganan
Khusus
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NO.

URAIAN

KEBIJAKAN NASIONAL
TAHUN 2024

Opini WTP Laporan Keuangan
Pemerintah Kota mencapai
95%

Instansi Pemerintah Kota yang
Akuntabel (Skor SAKIP “B” ke
atas) mencapai 80%

Persentase  K/L/P
Maturitas SPIP >

mencapai 94,13%

Persentase APIP K/L/P dengan
Kapabilitas APIP > Level 3
mencapai 92,57%

Persentase Instansi Pemerintah

dengan
Level 3

Kabupaten/Kota yang
Memiliki Nilai Indeks
Reformasi  Birokrasi  Baik
(Kategori  “B” ke atas)

mencapai 55%

RKPD PROVINSI KALTIM DAN
RENJA INSPEKTORAT
PROVINSI KALTIM TAHUN 2024

Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil
Evaluasi SAKIP Kategori B sebanyak 7
Kab/Kota

Jumlah  Pemda
mendapat Predikat

Kab/Kota  yang
"Sangat Tinggi"

RKPD KOTA
BONTANG TAHUN
2024

Opini
WTP

BPK  mencapai

Predikat Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah mencapai skor
B

Indeks Reformasi
Birokrasi Kota Bontang
mencapai BB

Nilai LPPD mencapai
Sangat Tinggi

RENSTRA
INSPEKTORAT
DAERAH TAHUN
2021—2026 PERIODE
TAHUN 2024

Kepatuhan
Keuangan
LKPD

Indeks
Pengelolaan
Daerah atas
mencapai 4 (WTP)

Indeks rata-rata
akuntabilitas kinerja SKPD
mencapai 3 (BB)

Perspektif Internal

Tingkat maturitas SPIP
Kota Bontang mencapai
level 3

Tingkat kapabilitas APIP
Kota Bontang mencapai
Level 3

Persentase Nilai Reformasi
Birokrasi Perangkat Daerah
dengan kategori B ke atas
70,41 %

Indeks Profesionalitas ASN
Inspektorat Daerah kategori
Sedang

Indeks
akuntabilitas

rata-rata
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NO.

URAIAN

KEBIJAKAN NASIONAL
TAHUN 2024

RKPD PROVINSI KALTIM DAN
RENJA INSPEKTORAT
PROVINSI KALTIM TAHUN 2024

dalam Evaluasi
Kab/Kota

LPPD sebanyak 7

RKPD KOTA
BONTANG TAHUN
2024

RENSTRA
INSPEKTORAT
DAERAH TAHUN
2021—2026 PERIODE

TAHUN 2024
penyelenggaraan ~ urusan
pemerintahan daerah

mencapai 3 (B)
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3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH

Memperhatikan hasil telaahan kebijakan nasional, kebijakan provinsi dan review RKPD Kota
Bontang tahun 2024, maka Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) tahun

2024 yang disusun masih relevan terhadap Renstra Inspektorat Daerah tahun 2021—2026.

Sama halnya dengan Renstra Inspektorat Daerah tahun 2021—2026, perumusan tujuan dan
sasaran Renja Inspektorat Daerah tahun 2024 menggunakan perumusan strategi dari 2 (dua)

perspektif yaitu perspektif Eksternal dan Internal.

Tabel 3.4
Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024
TARGET
INDIKATOR INDIKATOR KINERJA
TUJUAN KINERJA SASARAN KINERJA SASARAN
TUJUAN SASARAN TAHUN
2023
1S.01 a. Perspektif Eksternal
I'l"e’:.'tngkatkag. IT.0L.01 SS.01.01 IKU.01.01.01
dua| as pembinaan Indeks Meningkatnya tata | Indeks Pengawasan ]
'n?grge;(gra;vgaig? Reformasi kelola intern Perangkat Daerah Baik
IDarah yang 9 Birokrasi Perangkat Daerah
berintegritas, (BBBe)rpredlkat yang berintegritas IK.01.01.02
profesional, dan Indeks Penanganan
modern Pemeriksaan Baik
Khusus
IT.01.02 IKU.01.01.03
Opini BPK Indeks Kepatuhan Indeks 4
(Berpredikat Pengelolaan (WTP)
WTP) Keuangan Daerah
IK.01.01.04
Indeks capaian Baik
MCP Kota Bontang
IKU.01.01.05
Indeks rekomendasi
hasil pemeriksaan Sangat
BPK yang telah Baik
ditindaklanjuti
IKU.01.01.06
Indeks rekomendasi
hasil pengawasan Sangat
APIP yang telah Baik
ditindaklanjuti
IK.01.01.07
Tingkat maturitas Level 3
SPIP
IKU.01.01.08
Persentase Nilai BB
Reformasi Birokrasi
Perangkat Daerah (70,41)
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TUJUAN

INDIKATOR
KINERJA
TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR
KINERJA
SASARAN

TARGET
KINERJA
SASARAN
TAHUN
2023

dengan kategori B
ke atas

IK.01.01.09
Persentase
Perangkat Daerah
pelayanan publik
yang telah
berpredikat ZI
menuju
WBK/WBBM

100%

IKU.01.01.10
Indeks rata-rata
evaluasi SAKIP
Perangkat Daerah

3
(Skor BB)

b. Perspektif Internal

SS.01.02
Meningkanya
kapasitas SDM
yang profesional
dan kualitas tata
kelola organisasi
yang modern

IK.01.02.01
Tingkat kapabilitas
APIP Kota Bontang

Level 3

IKU.01.02.02
Persentase Nilai
Reformasi Birokrasi
Inspektorat Daerah

31,00

IK.01.02.03

Indeks kepuasan
auditi atas kinerja
Pembinaan dan
Pengawasan
Inspektorat Daerah

1K.01.02.04
Indeks Profesional
ASN Inspektorat
Daerah

Sedang

IK.01.02.05
Persentase utilitas
BMD kondisi baik

100%

IK.01.02.06
Persentase
kegiatan utama
pengawasan intern
yang telah
menerapkan
anggaran responsif
gender (ARG)

100%




TARGET
INDIKATOR INDIKATOR KINERJA
TUJUAN KINERJA SASARAN KINERJA SASARAN
TUJUAN SASARAN TAHUN
2023

IK.01.02.07

Persentase kinerja

pelaksanaan 90%

anggaran

Inspektorat Daerah

Sama halnya dengan tahun 2023, Renja Inspektorat Daerah tahun 2024 terdiri dari:

1. Renja Pengawasan Tahunan (RKPT) memuat program dan kegiatan pembinaan dan
pengawasan intern penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bontang sebagai acuan
penyusunan Rencana Pembinaan dan Pengawasan Tahunan (RPPT) tahun 2024. RKPT
menjadi rencana aksi (renaksi) mencapai target sasaran strategis perspektif Eksternal.

2. Renja Penunjang Pengawasan Tahunan (RKPPT) memuat program dan kegiatan
operasional perkantoran secara rutin dan kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan
kompetensi SDM. RKPPT menjadi rencana aksi (renaksi) mencapai target sasaran
strategis perspektif Internal.

Peta strategis Inspektorat Daerah tahun 2024 disajikan pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1
Peta Strategis (Strategy Map) Inspektorat Daerah Tahun 2024
TUJUAN

MENINGKATKAN KUALITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INTERN PERANGKAT DAERAH YANG
BERINTEGRITAS, PROFESIONAL, DAN MODERN

$5.01.01
MENINGKATNYA TATA KELOLA INTERN PERANGKAT DAERAH YANG BERINTEGRITAS

PERSPEKTIF
INTERNAL

$5.01.02
MENINGKATNYA KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PROFESIONAL DAN
KUALITAS TATA KELOLA ORGANISASI YANG MODERN

PERSPEKTIF
EKSTERNAL

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan Inspektorat Daerah tahun 2024 menjadi upaya menjamin mutu (quality
assurance) akuntabilitas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bontang
tahun 2024 yang memenuhi unsur ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan untuk
mendorong peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel,
dan partisipatif sebagai bagian dari misi pertama dalam pembangunan daerah, yaitu Kota
Bontang yang HARMONI melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat,
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dan dunia usaha dalam pembangunan. Hasil analisa kebutuhan program dan kegiatan
Inspektorat Daerah tahun 2024 tidak memiliki perbedaan dengan rancangan RKPD Kota
Bontang tahun 2024, walaupun pagu anggaran pada Renja tidak sesuai dengan Renstra
Inspektorat Daerah tahun 2021—2026 dikarenakan perubahan kondisi struktur organisasi.
Namun demikian, hal tersebut tidak mengubah substansi pencapaian sasaran strategis
Inspektorat Daerah tahun 2024.

Target kinerja fiskal Renja Inspektorat Daerah tahun 2024 adalah sebesar Rp20.872.427.057.
Program yang dirancang oleh Inspektorat Daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.2
Rincian Program Prioritas Inspektorat Daerah Tahun 2024

RENCANA KERJA PENGAWASAN RENCANA KERJA PENUNJANG
TAHUNAN (RKPT) PENGAWASAN TAHUNAN (RKPPT)

Program Penyelenggaraan
Pengawasan

Program Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

¢ Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan
Internal

¢ Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan
Tujuan Tertentu

¢ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah

¢ Kegiatan Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

¢ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat
Daerah

¢ Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program Perumusan Kebijakan, ¢ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pendampingan, dan Asistensi Pemerintahan Daerah

* Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

* Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
¢ Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Inspektorat Daerah tahun 2024 sebagaimana pada Lampiran 1.
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Rencana kerja (Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun ketiga
Renstra Inspektorat Daerah tahun 2021—2026. Renja Inspektorat Daerah bersifat /iving
document menjadi tindakan operasional (action plan) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun
2024 sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Perjanjian
Kinerja tahun 2024. Oleh karenanya, apabila dalam pelaksanaannya terjadi perubahan
anggaran maka akan dilakukan analisis risiko sehingga target kinerja sasaran strategis tahun
2021—2026 dapat dicapai secara optimal.

i

KAIDAH PELAKSANAAN

Beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan antara lain:

1

2.

Renja Inspektorat Daerah tahun 2024 memerlukan peran aktif seluruh pegawai
Inspektorat Daerah sesuai dengan peran masing-masing.

Renja Inspektorat Daerah tahun 2024 dilaksanakan dengan prinsip-prinsip koordinasi,
sinkronisasi, sinergisitas, dan harmonisasi antarpelaku pembangunan untuk menjamin
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Renja tahun 2024.

Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan atas pelaksanaan
program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam Renja tahun 2024 wajib
dilaksanakan untuk memastikan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.
Renja Inspektorat Daerah Kota Bontang Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan
dan langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen hingga
masa pelaksanaannya.

ATI, SE, MM, Ak., CA, CRA, CGCAE, CFrA
Pembina Utama Muda
NIP. 196810291990032005
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Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.27.0000 Inspektorat Daerah
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.27.0000 Inspektorat Daerah

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bontang
Tahun 2024

Urusan / Bidang Urusan /

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2024

Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2025

Kode Program / Kegiatan / Sub Target Capaian Kinerja
X . . § . . . . Kebutuhan Dana/Pagu
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Keluaran Sub X X Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana -
Program R Hasil Kegiatan Indikatif (Rp.)
Kegiatan
Inspektorat Daerah 20.872.427.057,00 14.652.566.556,00!
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 20.872.427.057,00 14.652.566.556,00!
6 01 INSPEKTORAT DAERAH 20.872.427.057,00 14.652.566.556,00!
6 01 |01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.615.733.057,00 13.219.595.560,00!
6 01 |01 [2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.618.826.802,00 11.750.000.000,00
6 01 |01 |2.02 |0001 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pemenuhan layanan Jumlah Orang yang Menerima Gaji [Jumlah Penyediaan Gaji dan - Kota Bontang, Bontang Selatan, 100 persen 41 Orang/bulan |1 Tahun 11.618.826.802,00| Dana Transfer Umum- 11.750.000.000,00
penunjang urusan pemerintahan dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN Bontang Lestari Dana Alokasi Umum
daerah
6 01 o1 |2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.131.515.118,00 258.440.692,00
6 01 |01 |2.05 |0002 |Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Persentase pemenuhan layanan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta [Jumlah pegawai yang mengikuti - Kota Bontang, Bontang Selatan, 100 persen 4 Paket 40 Orang 149.135.118,00| PENDAPATAN ASLI 145.500.000,00
penunjang urusan pemerintahan Atribut Kelengkapan pendidikan dan pelatihan Bontang Lestari DAERAH (PAD)
daerah
6 01 |01 [2.05 |0005 [Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Persentase pemenuhan layanan Jumlah Dokumen Monitoring, Jumlah pegawai yang mengikuti - Kota Bontang, Bontang Selatan, 100 persen 20 Dokumen 40 Orang 20.250.000,00|/ PENDAPATAN ASLI 35.900.000,00
penunjang urusan pemerintahan Evaluasi, dan Penilaian Kinerja pendidikan dan pelatihan Bontang Lestari DAERAH (PAD)
daerah Pegawai
6 01 |01 [2.05 [0009 [Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Persentase pemenuhan layanan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas [Jumlah pegawai yang mengikuti - Semua Kota/Kab, Semua 100 persen 40 Orang 40 Orang 2.962.130.000,00| PENDAPATAN ASLI 77.040.692,00
penunjang urusan pemerintahan dan Fungsi yang Mengikuti pendidikan dan pelatihan Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD)
daerah Pendidikan dan Pelatihan
6 01 |01 |2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.530.189.593,00 377.221.911,00
6 01 |01 [2.06 [0002 [Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Persentase pemenuhan layanan Jumlah Paket Peralatan dan Jumlah Jenis Pelayanan - Kota Bontang, Bontang Selatan, 100 persen 40 Paket 79 Jenis 142.322.777,00| PENDAPATAN ASLI 78.221.911,00
penunjang urusan pemerintahan Perlengkapan Kantor yang Administrasi Umum yang Bontang Lestari DAERAH (PAD)
daerah Disediakan Dilaksanakan
6 01 |01 [2.06 [0003 [Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Persentase pemenuhan layanan Jumlah Paket Peralatan Rumah Jumlah Jenis Pelayanan - Kota Bontang, Bontang Selatan, 100 persen 15 Paket 79 Jenis 45.922.204,00| PENDAPATAN ASLI 23.000.000,00
penunjang urusan pemerintahan Tangga yang Disediakan Administrasi Umum yang Bontang Lestari DAERAH (PAD)
daerah Dilaksanakan
6 01 |01 |2.06 |0004 |Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Persentase pemenuhan layanan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor [Jumlah Jenis Pelayanan - Kota Bontang, Bontang Selatan, 100 persen 20 Paket 79 Jenis 41.870.145,00| PENDAPATAN ASLI 100.000.000,00
penunjang urusan pemerintahan yang Disediakan Administrasi Umum yang Bontang Lestari DAERAH (PAD)
daerah Dilaksanakan
6 01 |01 ]2.06 |0005 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Persentase pemenuhan layanan Jumlah Paket Barang Cetakan dan [Jumlah Jenis Pelayanan - Kota Bontang, Bontang Selatan, 100 persen 20 Paket 79 Jenis 40.205.842,00( PENDAPATAN ASLI 50.000.000,00
penunjang urusan pemerintahan Penggandaan yang Disediakan Administrasi Umum yang Bontang Lestari DAERAH (PAD)
daerah Dilaksanakan
6 01 |01 ]2.06 |0006 |Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Persentase pemenuhan layanan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Jumlah Jenis Pelayanan - Kota Bontang, Bontang Selatan, 100 persen 1350 Dokumen |79 Jenis 8.400.000,00| PENDAPATAN ASLI 11.000.000,00
penunjang urusan pemerintahan dan Peraturan Perundang- Administrasi Umum yang Bontang Lestari DAERAH (PAD)
daerah Undangan yang Disediakan Dilaksanakan
6 01 |01 [2.06 |0009 [Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Persentase pemenuhan layanan Jumlah Laporan Penyelenggaraan [Jumlah Jenis Pelayanan - Semua Kota/Kab, Semua 100 persen 150 Laporan 79 Jenis 1.235.703.000,00| PENDAPATAN ASLI 100.000.000,00
penunjang urusan pemerintahan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Administrasi Umum yang Kecamatan, Bontang Lestari DAERAH (PAD)
daerah SKPD Dilaksanakan
6 01 [01 [2.06 [0010 [Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Persentase pemenuhan layanan Jumlah Dokumen Penatausahaan  [Jumlah Jenis Pelayanan - Kota Bontang, Bontang Selatan, 100 persen 1 Dokumen 79 Jenis 15.765.625,00( PENDAPATAN ASLI 15.000.000,00
penunjang urusan pemerintahan Arsip Dinamis pada SKPD Administrasi Umum yang Bontang Lestari DAERAH (PAD)
daerah Dilaksanakan
6 01 |01 |[2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.498.893.579,00 317.681.054,00!
6 01 |01 [2.07 [0001 [Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan




Urusan / Bidang Urusan /

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2024

Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2025

Kode Program / Kegiatan / Sub Target Capaian Kinerja
X . . . . . . - Kebutuhan Dana/Pagu
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Keluaran Sub . . Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana -
Program R Hasil Kegiatan Indikatif (Rp.)
Kegiatan
Persentase pemenuhan layanan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan [Tingkat Pemenuhan Kebutuhan - Kota Bontang, Bontang Selatan, 100 persen 1 Unit 100 Persen 342.000.000,00| PENDAPATAN ASLI 10.000.000,00
penunjang urusan pemerintahan Dinas atau Kendaraan Dinas Pengadaan Barang Milik Daerah Bontang Lestari DAERAH (PAD)
daerah Jabatan yang Disediakan
6 01 (01 [2.07 |0005 |Pengadaan Mebel
Persentase pemenuhan layanan Jumlah Paket Mebel yang Tingkat Pemenuhan Kebutuhan - Kota Bontang, Bontang Selatan, 100 persen 3 Unit 100 Persen 652.685.941,00| PENDAPATAN ASLI 152.681.054,00
penunjang urusan pemerintahan Disediakan Pengadaan Barang Milik Daerah Bontang Lestari DAERAH (PAD)
daerah
6 01 |01 [2.07 |0006 [Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Persentase pemenuhan layanan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Tingkat Pemenuhan Kebutuhan - Kota Bontang, Bontang Selatan, 100 persen 5 Unit 100 Persen 460.548.675,00| PENDAPATAN ASLI 5.000.000,00
penunjang urusan pemerintahan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Barang Milik Daerah Bontang Lestari DAERAH (PAD)
daerah
6 01 [01 [2.07 [0008 [Pengadaan Aset Tak Berwujud
Persentase pemenuhan layanan Jumlah Unit Aset Tak Berwujud Tingkat Pemenuhan Kebutuhan - Kota Bontang, Bontang Selatan, 100 persen 3 Unit 100 Persen 43.658.963,00| PENDAPATAN ASLI 150.000.000,00
penunjang urusan pemerintahan yang Disediakan Pengadaan Barang Milik Daerah Bontang Lestari DAERAH (PAD)
daerah
6 01 |01 [2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 155.995.500,00 205.665.000,00
6 01 |01 [2.08 [0001 [Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Persentase pemenuhan layanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Jumlah Jenis Jasa Penunjang - Kota Bontang, Bontang Selatan, 100 persen 50 Laporan 21 Jenis 4.500.000,00| PENDAPATAN ASLI 4.500.000,00
penunjang urusan pemerintahan Surat Menyurat Kegiatan Bontang Lestari DAERAH (PAD)
daerah
6 01 |01 [2.08 [0002 [Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Persentase pemenuhan layanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Jumlah Jenis Jasa Penunjang - Kota Bontang, Bontang Selatan, 100 persen 2 Laporan 21 Jenis 42.000.000,00| PENDAPATAN ASLI 42.000.000,00
penunjang urusan pemerintahan Komunikasi, Sumber Daya Air dan  [Kegiatan Bontang Lestari DAERAH (PAD)
daerah Listrik yang Disediakan
6 01 |01 [2.08 [0003 |[Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Persentase pemenuhan layanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Jumlah Jenis Jasa Penunjang - Kota Bontang, Bontang Selatan, 100 persen 19 Laporan 21 Jenis 17.695.000,00( PENDAPATAN ASLI 15.600.000,00
penunjang urusan pemerintahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [Kegiatan Bontang Lestari DAERAH (PAD)
daerah yang Disediakan
6 01 |01 |2.08 |0004 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Persentase pemenuhan layanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Jumlah Jenis Jasa Penunjang - Kota Bontang, Bontang Selatan, 100 persen 3 Laporan 21 Jenis 91.800.500,00| PENDAPATAN ASLI 143.565.000,00
penunjang urusan pemerintahan Pelayanan Umum Kantor yang Kegiatan Bontang Lestari DAERAH (PAD)
daerah Disediakan
6 01 o1 |2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 680.312.465,00 310.586.903,00
6 01 |01 [2.09 |0002 [Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Persentase pemenuhan layanan Jumlah Kendaraan Dinas Jumlah BMD yang Dipelihara - Kota Bontang, Bontang Selatan, 100 persen 27 Unit 27 Unit 680.312.465,00| PENDAPATAN ASLI 310.586.903,00!
penunjang urusan pemerintahan Operasional atau Lapangan yang dengan Baik Bontang Lestari DAERAH (PAD)
daerah Dipelihara dan dibayarkan Pajak
dan Perizinannya
6 01 |02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.554.276.000,00 829.719.000,00
6 01 |02 |[2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.460.640.000,00 726.719.400,00
6 01 |02 [2.01 |0001 [Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Cakupan pengawasan Jumlah Laporan Hasil Peng: 1 |Jumlah penyel 1 pembinaan - Kota Bontang, Semua Kecamatan, |78,00 persen 96 Laporan 275 Obinas 580.720.000,00| PENDAPATAN ASLI 306.719.400,00
penyelenggaraan urusan Kinerja Pemerintah Daerah dan pengawasan internal perangkat | Semua Kel/Desa DAERAH (PAD)
pemerintahan daerah berbasis daerah
risiko
6 01 [02 [2.01 [0002 [Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
Cakupan pengawasan Jumlah Laporan Hasil Peng: 1 |Jumlah penyel 1 pembinaan - Kota Bontang, Semua Kecamatan, |78,00 persen 110 Laporan 275 Obinas 562.190.000,00| PENDAPATAN ASLI 300.000.000,00
penyelenggaraan urusan Keuangan Pemerintah Daerah dan pengawasan internal perangkat | Semua Kel/Desa DAERAH (PAD)
pemerintahan daerah berbasis daerah
risiko
6 01 |02 |2.01 |0003 |Reviu Laporan Kinerja
Cakupan pengawasan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan [Jumlah penyelesaian pembinaan - Kota Bontang, Semua Kecamatan, |78,00 persen 2 Laporan 275 Obinas 17.850.000,00( PENDAPATAN ASLI 35.000.000,00
penyelenggaraan urusan Kinerja dan pengawasan internal perangkat |Semua Kel/Desa DAERAH (PAD)
pemerintahan daerah berbasis daerah
risiko
6 01 |02 |2.01 |0004 |Reviu Laporan Keuangan
Cakupan pengawasan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan [Jumlah penyelesaian pembinaan - Kota Bontang, Semua Kecamatan, |78,00 persen 31 Laporan 275 Obinas 99.960.000,00| PENDAPATAN ASLI 40.000.000,00
penyelenggaraan urusan Keuangan dan pengawasan internal perangkat [ Semua Kel/Desa DAERAH (PAD)
pemerintahan daerah berbasis daerah
risiko




Urusan / Bidang Urusan /

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2024

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2025

Kode Program / Kegiatan / Sub Target Capaian Kinerja
X . . . . . . - Kebutuhan Dana/Pagu
Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Keluaran Sub . . Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana -
Program R Hasil Kegiatan Indikatif (Rp.)
Kegiatan
6 01 [02 [2.01 [0007 [Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Cakupan pengawasan Jumlah Dokumen Hasil Monitoring [Jumlah penyelesaian pembinaan - Kota Bontang, Semua Kecamatan, |78,00 persen 10 Dokumen 275 Obinas 199.920.000,00| PENDAPATAN ASLI 45.000.000,00
penyelenggaraan urusan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil dan pengawasan internal perangkat | Semua Kel/Desa DAERAH (PAD)
pemerintahan daerah berbasis Pemeriksaan BPK Rl dan Tindak daerah
risiko Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
6 01 |02 |2.02 Penyelenggiraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 93.636.000,00 102.999.600,00!
6 01 |02 [2.02 |0002 [Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
Cakupan pengawasan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan [Jumlah Kasus yang Telah Selesai - Kota Bontang, Semua Kecamatan, |78,00 persen 5 Laporan 5 Kasus 93.636.000,00| PENDAPATAN ASLI 102.999.600,00
penyelenggaraan urusan Dengan Tujuan Tertentu Ditindaklanjuti Semua Kel/Desa DAERAH (PAD)
pemerintahan daerah berbasis
risiko
6 01 |03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 702.418.000,00 603.251.996,00|
6 01 |03 |[2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 52.930.000,00 58.251.996,00
6 01 [03 [2.01 [0001 [Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
Persentase kebijakan pembinaan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Jumlah Kebijakan Pembinaan dan |- Kota Bontang, Bontang Selatan, 100 ; 95 Persen |3 Rekomendasi |1 Kebijakan 52.930.000,00| PENDAPATAN ASLI 58.251.996,00
dan pengawasan yang telah Teknis di Bidang Per 1yang |Peng ] Bontang Lestari DAERAH (PAD)
ditetapkan ; Persentase Perangkat |Disusun
daerah yang telah dilakukan
pendampingan
6 01 |03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 649.488.000,00 545.000.000,00
6 01 |03 [2.02 [0001 [Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase kebijakan pembinaan [Jumlah Perangkat Daerah yang Jumlah Kegiatan pendampingan - Semua Kota/Kab, Semua 100,00; 95,00 |2 perangkat 6 Kegiatan 499.978.000,00| PENDAPATAN ASLI 210.000.000,00
dan pengawasan yang telah Dilakukan Pendampingan dan dan asistensi pembinaan dan Kecamatan, Semua Kel/Desa persen daerah DAERAH (PAD)
ditetapkan ; Persentase Perangkat |Asistensi Urusan Pemerintahan pengawasan
daerah yang telah dilakukan Daerah
pendampingan
6 01 |03 [2.02 |0002 [Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
Persentase kebijakan pembinaan |Jumlah Perangkat Daerah yang Jumlah Kegiatan pendampingan - Kota Bontang, Semua Kecamatan, |100,00 ; 95,00 1 perangkat 6 Kegiatan 85.000.000,00/ PENDAPATAN ASLI 125.000.000,00
dan pengawasan yang telah Dilakukan Pendampingan, Asistensi, [dan asistensi pembinaan dan Semua Kel/Desa persen daerah DAERAH (PAD)
ditetapkan ; Persentase Perangkat |Verifikasi, dan Penilaian Reformasi [pengawasan
daerah yang telah dilakukan Birokrasi
pendampingan
6 01 |03 [2.02 [0003 [Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Persentase kebijakan pembinaan [Jumlah Kegiatan Koordinasi, Jumlah Kegiatan pendampingan - Kota Bontang, Semua Kecamatan, |100,00 ; 95,00 16 Kegiatan 6 Kegiatan 64.510.000,00| PENDAPATAN ASLI 210.000.000,00
dan pengawasan yang telah Monitoring dan Evaluasi serta dan asistensi pembinaan dan Semua Kel/Desa persen DAERAH (PAD)
ditetapkan ; Persentase Perangkat |Verifikasi Pencegahan dan pengawasan
daerah yang telah dilakukan Pemberantasan Korupsi
pendampingan
TOTAL 20.872.427.057,00 14.652.566.556,00




